
BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR £7 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2017

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: bahwa untuk mela.ksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Kabupaten
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaian Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahari Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310):

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Bslanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntar.si Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Fengeiolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

25. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahur 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);



26. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Singkil Nomor On).

27. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017
Nomor 254);

28. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2017 Nomor 258);

29. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2018
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2018 Nomor );

30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012 Nomor 8);

31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2014 Nomor 233) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 201.4 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017
Nomor 371);

32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah .Kabupaten Aceh
Singldl (Berita Daexah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014
Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2017 Nomor 372);

33. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014
tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil;

34. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor l.b Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Ach Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

X



35. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja. Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Aceh .Singkil Tahun 2017 Nomor
366);

36. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2017
tentang Standar Operasional Prosedur Pcngelolaan Barang
Persediaan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017
Nomor 373);

37. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 359 Tahun 2017
tentang Penetapan Saldo Awal Laporan Keuangan Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri
dari:

Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 43.441.129.848,31
2. Dana Perimbangan Rp 589.766.359.602,00
3. Lain-lain Pendapatan

yang Sah Rp 245.558.306.207,89

Jumlah Pendapatan Rp 878.765.795.658,20
Belanja
1.Belanja Tiaak langsung

a) Belanja Pegawai Rp 244.573.122.281,00
b) Belanja Subsidi Rp 1.836.936.800,00
c) Belanja Hibah Rp 7.052.430.162,00
d) Belanja Bantuan Sosial Rp 237.500.000,00
e) Belanja Bantuan

Keuangan Rp 136.017.378.314,00
I) Belanja Tidak Terduga Rp 2.982.618.000,00

Rp 392.699.985.557,00
2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 62.829.275.981,54
b) Belanja Barang dan JasaRp 142.928.954.109,42

Hibah Barang/Jasa yang
diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat Rp 54.636.197.880,00

c) Bantuan Sosial Barang/jasa
Yang diserahkan kepada
Pihak ketiga/MasyarakatRp 30.317.990.750,00

I



d) Barang/Jasa Selain Hibah
Dan Bantuan Sosial Rp

e) Belanja Modal Rp

0,00
194.341.402.778,00

Rp485.053.821.498,96

Rp877.753.807.055,96

Rp 1.011.988.602,24

Rp

RE.

3.121.627.815,13

_0,00

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)
c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Bersih

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi
dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

Re. 3.121.627.815,13

Rp 4.133.616.417,37

Anggaran sebagaimana

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran yang tercantum
dalam Lampiran IIPeraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratunn ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal IX

~R P-Qbiul Atiiir
UPATI ACEH SINGKIL,ÿ

DULM

Diundangkan di Singkil
pada tanggal [)Qÿnlÿr 1c(&
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2018 NOMOR ÿ9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

BERITA

AZMI

KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN




